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ABSTRAK

Pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia yang pesat menuntut adanya
perlindungan konsumen, khususnya bagi masyarakat Muslim yang mayoritas
membutuhkan jaminan kehalalan produk. Sertifikasi halal menjadi sangat penting
untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar tidak hanya aman dan
bermutu, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariat Islam. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme perizinan kosmetik di Indonesia,
serta urgensi sertifikasi halal dalam proses perizinan tersebut. Selain itu, penelitian
ini juga membahas relevansi sertifikasi halal terhadap perlindungan konsumen
Muslim di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan
studi literatur dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur
sertifikasi halal dan perizinan kosmetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sertifikasi halal sangat penting untuk menjamin kehalalan dan keamanan produk
kosmetik. Proses sertifikasi melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia
(MUI). Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti
keterbatasan fasilitas, kurangnya sosialisasi, serta dualisme kewenangan antara
BPOM dan BPJPH.

Kesimpulannya, sertifikasi halal memiliki peran krusial dalam perizinan
kosmetik sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim dan peningkatan daya
saing produk. Diperlukan harmonisasi regulasi serta peningkatan kapasitas lembaga
terkait agar sistem sertifikasi halal berjalan lebih efektif dan optimal.

Kata kunci: Halal, kosmetik, regulasi, perlindungan konsumen
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ABSTRACT

The rapid growth of the cosmetics industry in Indonesia demands consumer
protection, especially for the majority Muslim population that requires assurance
of product halalness. Halal certification is crucial to ensure that cosmetic products
in the market are not only safe and of good quality but also comply with Islamic
principles. This study aims to examine and analyze the licensing mechanisms of
cosmetics in Indonesia, as well as the urgency of halal certification within the
licensing process. Additionally, the study discusses the relevance of halal
certification to the protection of Muslim consumers in Indonesia.

The research method used is normative, employing literature review and
analysis of regulations governing halal certification and cosmetic licensing. The
results show that halal certification is essential to guarantee the halalness and
safety of cosmetic products. The certification process involves the Halal Product
Assurance Organizing Agency (BPJPH), Halal Inspection Agency (LPH), and the
Indonesian Ulema Council (MUI). However, implementation faces challenges such
as limited facilities, lack of socialization, and overlapping authorities between
BPOM and BPJPH.

In conclusion, halal certification plays a crucial role in cosmetic licensing
as a form of protection for Muslim consumers and to enhance product
competitiveness. Harmonization of regulations and capacity building of related
institutions are needed to ensure the halal certification system operates more
effectively and optimally.

Keywords: Halal, cosmetics, regulation, consumer protection
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